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PUTUSAN
Nomor ...../Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tanggal lahir 19 Maret 1981, agama Islam, pendidikan Strata
satu (S1), pekerjaan Usaha anggrek, tempat tinggal di Kabupaten
Tabanan, sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, Tanggal lahir 16 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan Diploma
satu (D1), pekerjaan Karyawan hotel, tempat tinggal di Kabupaten
Tabanan, sebagai Tergugat ;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi — saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Januari
2019 telah mengajukan gugatan Gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan  Agama  Tabanan, dengan register perkara  Nomor
..../[Pdt.G/2019/PA.Tbnan. tanggal 21 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2014, telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ...., Kabupaten
Tabanan, Propinsi Bali;, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor :

............ , tertanggal 08 Juli 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
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rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah

kediaman bersama di rumah kontrakan di Kediri, Kabupaten Tabanan,
selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Perum sandan
sari, Desa Banjar Anyar, selama 3 tahun,dan terakhir bertempat kediaman

di Perum ..., sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah

berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua

orang anak yang bernama :
a. AP, Perempuan, Umur 3, 5 Tahun;
b. AL, Laki-laki, Umur 2 Tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun

dan bahagia, namun sejak tanggal 11 Pebruari 2018 sering terjadi
perselisihan dan percekcokan secara terus menerus; Adapun penyebab

perselisihan dan percekcokan tersebut adalah :
5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada

Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk
membayar cicilan rumah dan beberapa hutang bersama sehingga tidak
ada sisa untuk kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi

kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
5.2. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun

hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
5.3. Bahwa Penggugat pernah diusir oleh Tergugat keluar dari rumah,

akan tetapi Penggugat masih bertahan demi anak-anak;
5.4. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada

Penggugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri/keluarganya dari

pada kepentingan rumah tangganya;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan

Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang,
sehingga sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya

suami-isteri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga
Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan,

namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
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yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari

suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang
terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan
perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga

berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cqg. Majelis
Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang

amarnya sebagai berikut:
PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 23 Januari 2019 dan relaas
tanggal 31 Januari 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun
kembali, tidak bercerai dengan Tergugat mengingat dampak yang akan terjadi akibat
dari perceraianya itu, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.

Surat;
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor : ....

tanggal 30 Maret 2015 dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan
Provinsi Bali, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: .... Tanggal 08 Juli 2014

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan .... , Kabupaten
Tabanan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya (bukti P.2);
B.

Saksi;
1. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan -,

bertempat tinggal di Kabupaten Makasar, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Karena saksi

adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat

dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2017 keduanya terlihat

sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat

danTergugat yaitu pada bulan Oktober 2017 pada saat saksi, Penggugat

dan Tergugat sedang berada di Penginapan di Makassar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah

disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi disebabkan
keluarga Tergugat suka ikut campur masalah keuangan Penggugat dan

Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal sejak 1 minggu yang lalu, Tergugat pulang ke makassar bersama
anak-anaknya sedangkan Tergugat masih tinggal di Tabanan;
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- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berusaha menasehati

Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;
2. SAKSI Il, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan,

bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir

bertempat tinggal Perum ..... , Kediri, Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat

dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 sudah tidak

harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar namun Penggugat sering curhat kepada saksi tentang rumah
tangganya dengan Tergugat, Penggugat sering bercerita tentang adik
Tergugat yang suka ikut campur dan mengatur masalah keuangan

rumah tangga Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal, Penggugat pulang ke Makassar sedangkan Tergugat

masih tetap di Tabanan;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati

Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun selain
dari yang telah diajukannya dipersidangan dan memberikan kesimpulan yang

pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian, yang
diajukan oleh pihak yang beragama islam oleh karenanya berdasarkan pasal
49 (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan

absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah
meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Tbnan, yang
dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata pula ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan
yang dibenarkan undang-undang, karenanya beralasan pemeriksaan perkara a
quo dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal
27 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap di persidangan maka Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa
hadirnya Tergugat), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan
dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat
dan pertimbangan kepada Penggugat untuk bersabar dan membina kembali
bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena
Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang
dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis.

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan

Penggugat adalah semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 11 Februari 2018 antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus—menerus yang
disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak pada
Penggugat dikarenakan keluarga Tergugat sering ikut campur dan mengatur
masalah keuangan Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat diajak oleh
keluarganya untuk berhutang hingga penghasilan Tergugat habis hanya untuk
membayar cicilan rumah dan hutang-hutang, Tergugat suka berkata kasar
terhadap Penggugat walau hanya disebabkan masalah kecil, Tergugat pernah
mengusir Penggugat keluar dari rumah dan Tergugat tidak memberikan
perhatian yang layak dan lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya,
hingga puncaknya pada bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah ranjang dan tidak pernah lagi menjalani kewajiban sebagaimana

layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.
Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat
kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut diketahui Penggugat
bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tabanan, dengan demikian
Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk
memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal
49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009);
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Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami istri yang sah telah menikah secara Hukum Islam pada
tanggal 08 Juli 2014, dengan demikian Penggugat berkualitas sebagai subjek
hukum (legitima persona standi in judisio) dalam perkara a qou dan bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dalam keterangannya pernah melihat
dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak
mencukupi dan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua dalam keterangannya tidak pernah
melihat atau mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran, melainkan hanya mendengar dari cerita
Penggugat yang sering mengeluh tentang keluarga Tergugat yang suka ikut
campur dan mengatur masalah keuangan Penggugat dan Tergugat, sedangkan
tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat saksi hanya mendengar
dari cerita Penggugat yang mengatakan akan pindah pada bulan Februari 2019

tanpa Tergugat, maka keterangan saksi tersebut bersifat testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Dbersifat
testimonium de auditu namun Kkesaksian tersebut bersesuaian dengan
keterangan saksi pertama sehingga dapat dipertimbangkan sebagai sebuah
persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak rukun dan harmonis lagi;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diterima saksi dari tangan

pertama (first hand hearsay) yaitu orang yang mengalami langsung, maka
dalam Common Law secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI
No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi de auditu
tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan
lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat

diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan
saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas telah terbukti fakta kejadian

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada
tanggal 08 Juli 2014;

2. Bahwa sejak 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan
nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan keluarga Tergugat ikut
campur dan mengatur masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Desember
2018 dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, Penggugat

pulang ke Makasar sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tabanan;

4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas

dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sabh;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan
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pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup

rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma
hukum Islam sebagaimana pendapat pakar hukum Islam, Musthofa As Siba'i.
Yang tersebut dalam kitab Al Mar’atu Baina Al Fighi Wa Al Qonuni, yang dalam
hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan
putusan perkara ini, yang menyatakan: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat
diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci
dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini
besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri
kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah
menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan
pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”; juga norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 290 yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ol tasg )l ainns runlidl siJ alges caini 1519

s olall j =cg Loglliol (s 6, sunll plgo

aisl asll lgalls Login MoVl

Artinya: “Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan
keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan
hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan

suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu
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mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada

isterinya”;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah
berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat
(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal
78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan
tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang
tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga
yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang
meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri
tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat
dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi
disharmonis dalam keluarga tersebut.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut,
maka majlis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan
kebenaran dalil — dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat
telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut
telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2
huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.316.000,00 ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Nur Amalia
Hikmawati, SHI., sebagai Ketua Majelis, Erpan, SH., dan Imdad,
SHI.,MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Elvi
Rosida, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota : K
TTD
1. Erpan, SH. Nur An
TTD

2. Imdad, SHI.,MH.
Panitera Pengganti,
TTD

Hj.Elvi Rosida, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran :Rp. 30,000.00
2. Proses :Rp. 50,000.00
3. Panggilan : Rp. 283,000.00
4. Redaksi :Rp. 5,000.00
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5. Meterai :Rp.  6,000.00

Jumlah : Rp. 316,000.00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);
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